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KEMENKEU. Objek Pajak. NJOP. Bumi dan
Bangunan. Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 /PMK.03/2019
TENTANG

KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan,
simplifikasi regulasi, dan meningkatkan pelayanan bagi
Wajib Pajak, perlu mengganti ketentuan mengenai
klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai
dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

bahwa dengan beralihnya kewenangan pemungutan dan
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak
terkait Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengelola
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,
Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur secara
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Mengingat

Menetapkan

khusus dalam Kontrak Karya, Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara, atau Izin Usaha
Pertambangan  Khusus Operasi Produksi, perlu
menyelaraskan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang diatur secara khusus tersebut dengan
mekanisme penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI
OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PBB, adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan
Perkotaan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak
pengganti.

Subjek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak
adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak
adalah Subjek Pajak yang dikenai kewajiban membayar
PBB.

Perbandingan Harga dengan Objek Lain yang Sejenis
adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai
jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya
dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui

harga jualnya.
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10.

11.

12.

13.

14.

Nilai Perolehan Baru adalah suatu pendekatan atau
metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan
cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dikurangi penyusutan berdasarkan
kondisi fisik objek pajak tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya
disebut Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan
atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang
berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
Biaya Investasi Tanaman adalah jumlah biaya tenaga
kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk
pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan
tanaman, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan
pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan
persekutuan  hidup alam hayati beserta alam
lingkungannya.

Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam
rangka meningkatkan potensi dan kualitas Hutan
Produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan
Alam yang selanjutnya disingkat [UPHHK-HA yang
sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
adalah izin memanfaatkan Hutan Produksi yang
kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan
dan pemasaran hasil hutan kayu.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan
Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang
sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
(HPHT), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
(HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha
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untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan
Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk
meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi
dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku
industri.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat
[UPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk
membangun kawasan dalam Hutan Alam pada Hutan
Produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat
dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui
kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan
ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,
penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan
fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan
fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi)
pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga
tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari
Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya
disebut [IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari Hutan
Alam pada Hutan Produksi melalui kegiatan pengayaan,
pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan,
dan pemasaran hasil.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya
disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi melalui kegiatan
penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Biaya Produksi Perhutanan adalah seluruh biaya
langsung yang terkait dengan kegiatan produksi hasil
hutan, sampai di log ponds atau log yards untuk hasil
hutan kayu dan/atau sampai tempat pengumpulan hasil

panen untuk hasil hutan bukan kayu pada Hutan Alam.
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